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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Al-Insyirah: 6-8) 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi 
di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta  T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim  J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik 
di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
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ش Syin Sy Es dan Ye 
ص S{ad S{ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض D{ad D{ De (dengan titik di 
bawah) 
ط T{a T{ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z{a Z{ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع ‘Ain ‘__ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah __’ Aspostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 
(  َ ) Fath{ah A A 
(  َ ) Kasrah I I 
(  َ ) D{ammah U U 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. به ذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 
Tanda dan huruf Nama  Gabungan huruf Nama 
ي ى Fath{ah dan ya Ai A dan I 
و ى Fath{ah dan 
wau 
Au A dan U 
 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa  
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan Nama  Harakat dan Nama 
 
 
xi 
 
Huruf Tanda 
ي......أ Fath{ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي......أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و......أ D{ammah dan wau u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>la 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbu>t{ah  
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu : 
a. ta marbu>t{ahyang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
b. ta marbu>t{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbu>t}ahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لافط لأا ةضور Raud{ah al-at}fa>l 
2. ةحلط T}alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddadatautasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddad. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ان بر Rabbana> 
2. ل  زن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
لا (alif lam ma’arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan 
antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج  رلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
Contohnya : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكا Akala 
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2 نوذخأت Ta’khuduna 
3. ؤذلا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulusan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contohnya : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لوسرلاإ دمحم امو Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l 
2. نيملاعلا بر لله دمحلا Al-h}amdu lillahi rabbil 
‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan mkaa penulisan kata tersebut dalam transiletarsinya bisa 
dilakukan dengan duaa cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
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ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na /Fa 
aufu-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
LAILIANA ZUFATESSA ARIATANTYA, NIM : 152121041 
“PERKAWINAN SEMENDA DI WILAYAH HUKUM KANTOR URUSAN 
AGAMA KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI”. 
Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 
kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dengan rasa 
ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Dalam 
pelaksanaannya itu sendiri terdapat beberapa rukun dan syarat yag harus dipenuhi. 
Apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan 
tersebut tidak dapat dilakukan, dan apabila telah dilakukan  maka harus dibatalkan 
ke Pengadilan Agama. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan pegawai pencatat 
nikah dalam mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya 
dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut yang terjadi di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. 
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan sumber data 
yang digunakan adalah data primer berupa wawancara Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan 
analisis data yang bersifat membahas dan menjelaskan sebab Pegawai Pencatat 
Nikah dalam mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya 
beserta akibat hukum yang ditimbulkan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Pegawai 
Pencatat Nikah yang mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak 
tirinya didasarkan atas ketidaktahuan dan kurangnya ketelitian dalam melakukan 
pemeriksaan data perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah dan 
dicatatkan. Sedangkan perkawinan ini termasuk dalam perkawinan yang dilarang, 
karena terdapat larangan perkawinan yang bersifat abadi atau selamanya 
(Mahram). Akibatnya perkawinan ini telah batal demi hukum. 
 
 
Kata kunci : Perkawinan, Mahram, Semenda, Batal demi hukum. 
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ABSTRACT 
 
LAILIANA ZUFATESSA ARIATANTYA, NIM : 152121041 
“SEMENDA MARRIAGE AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS 
AREA IN JUWANGI DISTRICT BOYOLALI REGENCY”. The marriage is 
an engagement to bond the soul between a man and a woman for allowing 
intimacy among them for making the beautiful family life within peace and 
affection so that Allah bless them. In the implementation of the marriage there are 
some rules and condition that is have to be filled. If there is one rule that cannot 
be fulfilled so the marriage cannot be held, if it is still be done the Religious 
Courts must cancel it. 
 
 This research aims to know the consideration of marriage registrar 
employee in legitimating the marriage between father and his step daughter and 
how the law consequence of the marriage at the office of religious affairs area in 
Juwangi district Boyolali regency. 
 
 This research uses field research with the source of the data is primary 
data in the form of interviews with the Head of the Religious Affairs Office of 
Juwangi District Boyolali Regency. The analysis of the data is analysing about the 
consideration of marriage registrar employee in legitimating the marriage between 
father and his step daughter and how the law consequence of the marriage. 
 
 The result of this research shows that marriage registrar employee which 
legitimating the marriage between father and his step daughter is because of the 
lack of information and accuracy in investigating the marriage data. Because of 
that, the marriage is stated legal and noted. Besides, this kind of marriage is 
prohibited marriage because there is a marriage prohibition that  is eternal and  
forever (Mahram). The consequence is the marriage had been cancelled for the 
law. 
 
 
Keyword: Marriage, Mahram, Semenda, Cancelled for the law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai 
kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan 
yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pada 
umumnya, seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki 
keinginan untuk hidup bersama dengan berlainan jenis. Hidup bersama 
antara seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan disebut dengan 
perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara 
berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk 
dikembangkan dalam kehidupan keluarga. 
Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan untuk berbagai tujuan 
dan ada pula hikmahnya melakukan pernikahan tersebut. Untuk 
merealisasikan tujuan tersebut dengan baik dan benar, Allah SWT telah 
                                                             
       1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 
Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press, 2014), hlm.2. 
2 
 
 
 
mengharamkan menikahi sebagian wanita; yakni tidak boleh dilamar, 
diakad, dan dinikmati oleh seorang muslim. Semua itu dinamakan 
mawani’ al-nikaḥ (perkara-perkara) yang dapat menghalangi keabsahan 
pernikahan). Jadi andaikata perkara yang mencegah itu tidak ada atau 
hilang, maka pernikahan diperbolehkan dan dihukumi sah, tetapi jika tidak 
maka pernikahan dianggap tidak sah, bahkan dihukumi dosa.2 
Keharaman dalam pernikahan atau perkara yang menghalangi 
keabsahan nikah dapat bersifat muabbadah (permanen) atau muaqqat 
(dibatasi oleh waktu). Pernikahan yang bersifat haram muabbadah untuk 
dilakukan dalam Al-Qur’an telah ditetapkan 14 wanita yang haram 
dinikahi. Sebagaimana Firman Alah dalam Q.S An-Nisa ayat 23 : 
  تا ن ب  و  خ
 ْلأا  تا ن ب  و ْم ك ت  لاا  خ  و ْم ك تا َّم ع  و ْم ك تا  و  خ أ  و ْم ك تا ن ب  و ْم ك تا  ه َّم أ ْم كْي ل  ع ْت  م   ر  ح 
 ْم ك ئا س ن  تا ه َّم أ  و  ة عا  ض َّرلا  ن  م ْم ك تا  و  خ أ  و ْم ك نْع  ضْر أ ي ت َّلالا  م ك تا  ه َّم أ  و  تْخ ْلأا
 او نو ك ت ْم ل ْن إ ف َّن  ه ب ْم تْل  خ د ي ت َّلالا  م ك ئا س ن ْن  م ْم ك  رو  ج  ح ي ف ي ت َّلالا  م ك ب ئا ب  ر  و
  ع  حا ن  ج  لا ف َّن  ه ب ْم تْل  خ د او ع  مْج ت ْن أ  و ْم ك ب  لاْص أ ْن  م  ني  ذَّلا  م ك ئا نْب أ  ل ئ  لا  ح  و ْم كْي ل
اًمي  ح  ر اًرو ف  غ  نا ك  َّاللَّ َّن إ ۗ  ف ل س ْد ق ا  م َّلا إ  نْي تْخ ْلأا  نْي ب .  
 “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang  
menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang teah terjadi 
                                                             
2 Muhammad Zuhaily, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif 
Madzab Syafi’i, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), hlm.51. 
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pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.”3  
 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat 
dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan.4 Salah satu pihak yang dapat mencegah 
perkawinan tersebut adalah pegawai pencatat perkawinan. Sesuai dengan 
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dalam penolakan perkawinan pegawai pencatat nikah akan memberikan 
suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-
alasannya.5 
 Di Indonesia lembaga pencatat perkawinan ada 2, Kantor Urusan 
Agama untuk masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil 
untuk masyarakat yang beragama selain Islam.6  
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, sebagaimana Kantor 
Urusan Agama lainnya merupakan institusi pemerintah di bawah 
Kementerian Agama Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas dan 
fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di 
                                                             
       3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sigma, 2014), hlm.81. 
 
       4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 
Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press, 2014), hlm.5. 
 
       5 Ibid, hlm7. 
 
       6 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis 
Islam di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.66. 
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bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan 
agama Islam.  
 Pada tahun 2006, Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
mengesahkan perkawinan antara seorang laki-laki alias ASR bin DS 
dengan seorang perempuan alias R. Dimana R merupakan wanita yang 
haram untuk dinikahi oleh ASR bin DS. Karena ASR bin DS pernah 
menikahi ibu R dan telah dikumpulinya yang kemudian berstatus sebagai 
ayah tiri R. Keadaan inilah yang mengharamkannya perkawinan antara 
ASR bin DS dan R. Dari sini diketahui bahwasanya pencatatan 
perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan pihak terkait dan juga 
pihak dari Pegawai Pencatat Nikah bahwasanya perkawinan tersebut 
merupakan perkawinan yang haram untuk dilakukan karena terdapat 
larangan perkawinan yang berlaku abadi atau untuk selama-lamanya. 
 Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan 
menganalisanya dengan judul “PERKAWINAN SEMENDA DI 
WILAYAH HUKUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 
JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah 
yang akan dibahas yaitu : 
1. Apa sebab pegawai pencatat nikah mengesahkan perkawinan antara 
seorang ayah dengan anak tirinya? 
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2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan semenda di wilayah hukum 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apa sebab pegawai pencatat nikah mengesahkan 
perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya. 
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan semenda 
di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
Kabupaten Boyolali. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu : 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan 
khususnya mengenai larangan perkawinan dalam hubungan semenda 
serta akibat hukumnya. 
2. Secara praktis, diharapkan peneitian ini dapat menjadi informasi 
kepada masyarakat dan wacana yang mampu memberikan masukan 
pada masyarakat awam untuk lebih mudah memahami tentang masalah 
perkawinan, khususnya masalah tentang larangan perkawinan. 
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3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Perkawinan 
 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 
(حاكن) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).7 
Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin 
dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :8 
a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 
sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan 
sengaja. 
b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad 
dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “zauj”, yang menyimpaan 
arti memiliki. 
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 
akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan 
dengan tidak mewajibkan adanya harga. 
                                                             
       7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.7. 
 
       8 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.17. 
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d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 
dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk 
mendapatkan kepuasan. 
2. Larangan Perkawinan 
Secara garis besar, larangan perkawinan dalam hukum perkawinan 
Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam 
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan larangan sementara dalam Pasal 
40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.9 
a. Larangan perkawinan selama-lamanya 
Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang 
wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh 
seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 
Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan : “Dilarang 
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita disebabkan : 
1) Karena pertalian nasab 
a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya 
b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu 
c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 
2) Karena pertalian kerabat semenda 
                                                             
       9 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.30. 
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a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 
istrinya 
b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang 
menurunkannya 
c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas 
istrinya itu qabla al dukhul 
d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya 
3) Karena pertalian sesusuan 
a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 
garis urus ke atas 
b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus ke bawah 
c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan 
sesusuan ke bawah 
d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 
sesusuan ke atas 
e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya 
b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu 
 Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria 
dengan seorang wanita diungkapkan secara rinci dalam Pasal 40 
sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diuraikan sebagai 
berikut : 
9 
 
 
 
Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu : 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan 
dengan pria lain. 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 
pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Pasal 41 
(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita 
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
istrinya : 
a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. 
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-
istrinya telah di talak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah. 
Pasal 42 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri 
yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih 
dalam masa iddah talak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka 
masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah 
talak raj’i. 
Pasal 43 
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 
a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. 
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an. 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri 
tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut 
putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 
Pasal 44 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama Islam. 
 
F. Tinjauan Pustaka  
   Terkait dengan pembahasan perkawinan yang haram untuk 
dilakukan, peneliti tidak memungkiri bahwa terdapat beberapa penelitian 
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sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 
penelitianpenelitian sebelumnya sebagai berikut : 
  Skripsi Hizmiati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul “Perkawinan Antar Kerabat 
Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, 
Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum 
Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum penghulu dalam menolak 
perkawinan antar kerabat sesusuan yang tidak hanya berlaku bagi 
keturunan pihak laki-laki saudara sesusuan.10 Persamaan penelitian dengan 
yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang perkawinan 
yang haram untuk dilakukan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 
yang akan diteliti oleh penulis adalah membahas sebab pegawai pencatat 
nikah  mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya. 
   Skripsi Novitasari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 
2017 yang berjudul “Perkawinan Antara Paman Dengan Keponakan di 
Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini 
menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hak privasi setiap individu 
yang mengakibatkan perkawinan tersebut diabaikan oleh masyarakat 
sekitar. Akan tetapi perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang 
dilarang dalam syariat Islam yang disebabkan karena adanya hubungan 
                                                             
       10 Hizmiati, “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal 
Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014. 
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nasab.11 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 
lakukan adalah sama-sama perkawinan yang haram untuk dilakukan. 
Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam 
sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan tinjauan hukum 
positif Indonesia. 
  Skripsi Arma Yunita Sena Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Menikahi Anak Mantan Istri Ba’da Dukhul”. Penelitian ini menjelaskan 
hukum menikahi anak mantan istri ba’da dukhul dalam Islam. Salah 
satunya pendapat dari Ali in Abu Thalib yang menyatakan bahwa 
pernikahan dengan anak mantan istri boleh walaupun sudah melakukan 
hubungan dengan ibunya, sama sekali tidak dibenarkan walaupun ada 
haditsnya namun hadits tersebut ditolak dan termasuk ke dalam hadits 
yang tidak shahih menurut jumhur ulama.12 Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama perkawinan 
antara seorang ayah dengan anak tirinya. Perbedaannya adalah penelitian 
ini menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan 
saya teliti menggunakan tinjauan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-
                                                             
       11 Novitasari, ”Perkawinan Antara Paman Dengan Keponakan di Desa Cermo Kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN 
Surakarta, Surakarta, 2017. 
 
       12 Arma Yunita Sena, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Menikahi Anak Mantan Istri Ba’da 
Dukhul”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung, 
Lampung, 2018. 
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Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam. 
  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penyusun 
untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.13 Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang memusatkan 
perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai atar 
belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.14 
2. Sumber Data 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek yang 
akan diteliti yaitu pihak Pegawai Pencatat Nikah yang telah 
mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku 
kepustakaan yang berupa literatur-literatur sebagai pelengkap yang 
terkait dengan pembahasan ini. 
3. Metode pengumpulan data 
                                                             
       13 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Cet-1 (Jakarta: Permata Putri Media, 
2012), hlm.3. 
 
       14 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Cet-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2009), hlm.58. 
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a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(responden).15 Teknik wawancara ini digunakan mencari informasi 
terkait perkawinan yang telah dilakukan antara ASR bin DS 
dengan R yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi. 
b. Dokumentasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan 
terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali berupa data 
salinan dokumen persyaratan untuk mengajukan perkawinan yang 
telah dilakukan oleh ASR bin DS dengan R. 
4. Metode analisis data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
diskriptif kualitatif yaitu memaparkan, mengkaji dan mengaitkan data-
data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) maupun 
kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna 
mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan.16 Dalam metode analisis data ini 
menggunakan tinjauan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
 
                                                             
15 Rianto adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,(Jakarta:Granit,2010),hlm.72. 
 
16 P Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm.106. 
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H. Sistematika Penulisan 
  Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematikanya 
sebagai berikut : 
  BAB I berupa Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
  BAB II berupa Tinjauan Umum Perkawinan. Bab ini berisi 
tentang, Pertama, perkawinan yang terdiri dari : pengertian perkawinan, 
hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, administrasi atau 
pencatatan perkawinan. Kedua, larangan perkawinan yang terdiri dari 
larangan perkawinan selama-lamanya dan larangan perkawinan sementara. 
Ketiga, putusnya perkawinan. Keempat, pencegahan perkawinan. Kelima, 
pembatalan perkawinan yang terdiri dari :  pengertian pembatalan 
perkawinan menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab 
pembatalan perkawinan, pihak yang berhak mengajukan pembatalan 
perkawinan, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan. 
  BAB III berupa Deskripsi Data Penelitian. Berisi tentang gambaran 
umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali 
dan perkawinan semenda di wilayah hukum Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. 
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  BAB IV berupa Analisis. Berisi tentang analisis mengenai sebab 
pegawai pencatat nikah mengesahkan perkawinan antara seorang ayah 
dengan anak tirinya serta akibat hukum yang ditimbulkan. 
  BAB V berupa Penutup. Berisi tentang kesimpulan yang 
merupakan akhir dari pembahasan dan juga saran-saran yang dapat 
disampaikan. 
  
 
 
16 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN 
 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 
yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.17 Perkawinan ialah akad 
yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan karena ikatan suami istri dan membatasi hak dan kewajiban 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.18 
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 : 
 ٰى ْنث  م  ءا س  نلا  ن  م ْم ك ل  با ط ا  م او  ح  كْنا ف ٰى  ما ت يْلا ي ف او ط  سْق ت َّلا أ ْم تْف  خ ْن إ  و
  دْع ت َّلا أ ْم تْف  خ ْن إ ف ۖ  عا ب  ر  و  ث  لا ث  وۚ ْم ك نا  مْي أ ْت ك ل  م ا  م ْو أ ًة د  حا  و ف او ل   ك ل
ٰ ذ
او لو ع ت َّلا أ ٰى نْد أ .  
Artinya : 
 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinlah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 
Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 
Secara etimologis kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu 
nakah{a – yankih{u – nikah{an yang mengandung arti berhimpun dan 
                                                             
       17 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.7. 
 
       18 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.9. 
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berkumpul (عمجلا و مضلا); berhubungan seksual dan berhimpun ( و ءطولا
مضلا); berhimpun, berhubungan seksual dan akad ( ءطولا و مضلا دقعلا و ). 
Dikatakan pula artinya saling memasuki/mencampuri (لخادتلا) 
sebagaimana dalam kalimat راجش لأا تحكانت (mengawinkan tumbuhan) 
apabila saling tarik menarik dan saling bergabung antara satu jenis 
tumbuhan dengan lainnya.19 
Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang 
membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang 
wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang 
diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. 
Ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang 
memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 
(suami istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong 
serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban 
masing-masing.20 
Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.21 
                                                             
       19 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqih Munakahat, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 
2014), hlm.2. 
 
       20 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011), hlm.4. 
 
       21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 
Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press, 2014), hlm.335. 
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Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari, perkawinan merupakan 
salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik 
manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan 
cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-
pinak, berkembang biak, dan meestarikan hidupnya setelah masing-
masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia 
seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan 
berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan 
dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 
dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan 
perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling 
meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-
meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan 
bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. 
Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada 
naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum 
perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang 
ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam 
diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang 
yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik 
dan menghasilkan buah yang baik pula.22 
                                                             
       22 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.11. 
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2. Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan 
akibat perkawinan tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49 : 
 َّك ذ ت ْم كَّل ع ل  نْي  جْو  ز ا نْق ل  خ ٍءْي ش   ل ك ْن  م  و  نو  ر .   
Artinya : 
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.”23 
Dalam buku Abdul Rahman Ghazali, Al-Jaziry mengatakan bahwa 
sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum 
nikah adalah wajib, haram, makruh, sunah (mandub) dan mubah. 
Sedangkan ulama Syafi’i mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah 
mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh. 
Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 
melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan 
perkawinan itu dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, 
ataupun mubah.24 
a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. Perkawinan 
diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 
kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 
                                                             
       23 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat kajian fiqh nikah lengkap, (Depok: PT 
Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.9. 
 
       24 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.18. 
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perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan 
perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. 
b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunah. Perkawinan sunah 
bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 
dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan 
perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. 
c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram. Perkawinan 
diharamkan bagai orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 
mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila 
melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. 
d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh. Bagi orang yang 
mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan jjuga cukup 
mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak 
memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak 
kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 
untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. 
e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah. Bagi orang yang 
mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak 
melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 
melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan 
orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan 
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dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina 
keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang 
antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin sama, sehingga 
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, 
mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai 
kemauan yang kuat. 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan 
perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.  
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali 
nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.” Tanpa adanya salah satu rukun 
tersebut, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. 
Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam 
perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu 
syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak 
sah. Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-
rukun perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari 
masing-masing rukun adalah sebagai berikut25 : 
a. Syarat calon suami 
1) Beragama Islam. 
                                                             
       25 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis 
Islam di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.29. 
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2) jelas laki-lakinya. 
3) Jelas atau orangnya diketahui. 
4) Calon laki-laki kenal dan tahu bahwa calon istrinya halal 
dinikahi baginya. 
5) Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri). 
6) Tidak sedang berihrom haji atau umroh. 
7) Bukan mahromnya 
b. Syarat calon istri 
1) Beragama Islam. 
2) Jelas perempuannya/bukan khuntsa26. 
3) Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa. 
4) Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain. 
5) Bukan mahromnya. 
6) Belum pernah dili’an. 
7) Tidak sedang berihrom haji atau umroh. 
c. Syarat wali 
1) Laki-laki. 
2) Beragama Islam. 
3) Baligh. 
4) Berakal sehat. 
5) Adil 
                                                             
       26 Khuntsa menurut bahasa diambil dari lafadh al-khanatsa yaitu lemah dan pecah. Dikatakan 
khuntsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia mempunyai penis atau 
zakar ia juga mempunyai vagina Lihat Ni Luh Tanzila Yuliasri, “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa 
Dalam Hukum Waris Islam,”  Jurnal Mimbar Keadilan, (Surabaya) Vol. 14 Nomor 28, 2018, hlm. 
215. 
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d. Syarat saksi 
1) Beragama Islam. 
2) Baligh. 
3) Berakal sehat. 
4) Merdeka/bukan budak. 
5) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu. 
e. Syarat ijab dan kabul 
1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 
(pelaku akad dan penerima akad serta saksi). 
2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan 
waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang 
menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat 
yang menunjukkan waktu yang akan datang. 
4. Administrasi atau Pencatatan Perkawinan 
a. Tugas Pencatat  
 Sesuai dengan Pasal 1 huruf E Peraturan Menteri Agama No. 2 
tahun 1990 Kepala PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adaah Kepala 
Sub. Seksi Kepengetahuan pada Kantor Departemen Agama 
Kabupaten /Kotamadya. Kewajiban Kepala PPN adalah melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah.27 
 PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ialah Pegawai Negeri yang 
diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 
                                                             
       27 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta : 
Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1996), hlm.4. 
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22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada 
tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah) mempunyai kedudukan jelas dalam perundang-undangan di 
Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 
sampai sekarang yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang 
mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam 
dalam wilayahnya.28 
 Wakil PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah Pegawai Negeri 
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
sebagai wakil PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk membantu 
kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan 
pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila PPN (Pegawai 
Pencatat Nikah) tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan 
oleh wakil PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Apabila wakil PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) lebih dari satu maka Kepala PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) menetapkan salah satu Wakil PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) untuk melaksanakan tugas PPN (Pegawai 
Pencatat Nikah).29 
 
 
 
                                                             
       28 Ibid. 
 
       29 Ibid, hlm.5. 
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b. Pencatatan Perkawinan 
 Pencatatan perkawinan adalah serangkaian kegiatan yang 
menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan diterbitkannya 
Buku Nikah (Akta Nikah). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini 
merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, 
untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) 
perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan 
anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.  
 Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan 
dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang. 
Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan.30 
 Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta 
Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila 
terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah 
satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan 
upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya 
                                                             
       30 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: 
CV Pustaka Setia, 2011), hlm.107. 
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masing-masing. karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki 
bukti autentik atas perkawinan yang telah dilakukan.31 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan 
perkawinan dijelaskan dalam pasal 5 sebagai berikut : 
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, 
setiap perkawinan harus dicatat. 
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1954. 
Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang 
bunyinya sebagai berikut : 
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
  Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu 
perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang akan 
timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, 
maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak 
                                                             
       31 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 
2017), hlm. 91. 
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mempunyai bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan 
yang dilangsungkan.32 
  Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan sebagai 
berikut : 
1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan olehh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 
Rujuk. 
2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 
pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan 
berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan 
perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 
PP ini. 
 
                                                             
       32 Ibid.hlm.94. 
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B. Larangan Perkawinan 
Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan 
mahram. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang 
yang tidak boleh melakukan perkawinan.33 Secara garis besar, larangan 
perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu 
larangan selama-lamanya dan larangan sementara.34 
1. Larangan perkawinan selamanya 
Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita 
selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang 
pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Di antara larangan-
larangan ini ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih 
diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu : nasab 
(keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), sesusuan. 
Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu : zina dan li’an.35 
a. Larangan kawin karena pertalian nasab (keturunan) 
Proses lahirnya keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat 
dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. 
Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. 
Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad 
SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat 
                                                             
       33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 109. 
 
       34 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 30. 
 
       35 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 103. 
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dinikahi, di antaranya : tidak ada pertalian darah, sudah dewasa 
(baligh) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun 
immaterial.36 
Dalam kaitan dengan masalah larangnya nikah (kawin), tersebut 
didasarkan pada firman Allah SWT : 
  خ أ  و ْم ك تا ن ب  و ْم ك تا  ه َّم أ ْم كْي ل  ع ْت  م   ر  ح  تا  و ْم ك   تا َّم ع  و ْم ك ت  لاا  خ  و ْم ك   تا ن ب  و
  تْخ ْلأا  تا ن ب  و  خ
 ْلأا .... 
Artinya : 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 
perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan.....” 
Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi 
untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :37 
1. Ibu : yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah 
dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari 
pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).  
2. Anak perempuan : yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai 
hubungan darah daam garis lurus ke bawah, yakni anak 
perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun 
anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 
                                                             
       36 Tihami dan Sohari  Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 64. 
 
       37 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2015),hlm. 105. 
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3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu 
saja. 
4. Bibi : yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara 
sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 
5. Kemenakan (keponakan) perempuan : yaitu anak perempuan 
saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke 
bawah. 
b. Larangan kawin karena hubungan sesusuan 
Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-
Nisa’ ayat 23 sebagai berikut : 
 ... ْم ك نْع  ضْر أ ي ت َّلالا  م ك تا  ه َّم أ  و  ة عا ض َّرلا  ن  م ْم ك تا  و  خ أ  و...  
Artinya : 
“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan 
kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan...” 
Berdasarkan ayat di atas, wanita yang haram untuk dinikahi 
karena hubungan sesusuan dapat diperjelas sebagai berikut : 
1. Ibu susuan : yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita 
yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi 
anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan. 
2. Nenek susuan : yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari 
suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu 
dipandang sebagai seperti ayah bagi anak sesusuan, sehingga 
haram melakukan perkawinan. 
3. Bibi susuan : yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara 
perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. 
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4. Kemenakan susuan perempuan : yakni anak perempuan dari 
saudara ibu susuan. 
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun 
seibu saja. 
Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman 
perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang 
masih memperoleh makanan dari air susu. Mengenai berapa kali 
sorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan 
keharaman perkawinan tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi 
telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan 
keharaman perkawinan. Demikian pendapat Imam Hanafi dan Imam 
Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Ibnu Hamdan Imam 
Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 
(lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu 
Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zhahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya 
tiga kali susuan yang mengenyangkan.38 
c. Larangan kawin karena hubungan mushaharah (pertalian 
kerabat semenda) 
Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-
Nisa’ yaitu sebagai berikut : 
 ...  ف ي ت َّلالا  م ك ب ئا ب  ر  و ْم ك ئا س ن  تا ه َّم أ  و  ح ي  ك  رو  ج  ن ْن  م ْمي ت َّلالا  م ك ئا س 
  ه ب ْم تْل  خ د او نو ك ت ْم ل ْن إ ف َّن  ه ب ْم تْل  خ د َّن   لا ف   ع  حا ن  ج  ل ئ  لا  ح  و ْم كْي ل  م ك ئا نْب أ 
 ْم ك ب  لاْص أ ْن  م  ني  ذَّلا...  
                                                             
       38 Ibid, hlm. 107. 
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Artinya : 
“Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu dar istri yang teah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka 
tidak berdosa kamu mengawininya, atau istri-istri anak 
kandungmu...” 
Dari ayat di atas, wanita yang haram untuk dinikahi karena 
kerabat semenda dapat diperjelas sebagai berikut : 
1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, 
baik garis ibu atau ayah. 
2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin 
antara suami dengan ibu anak tersebut. 
3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 
4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus 
adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena 
mushaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak 
bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang 
dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena 
mushaharah, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga 
disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena 
perbedaan pendapat dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi 
:39 
او  ح  كْن ت  لا  و   ءا س  نلا  ن  م ْم ك  ؤا بآ  ح ك ن ا  م ...  
                                                             
       39 Ibid,hlm.109. 
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Artinya : 
“Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayah-ayahmu...” 
Kata “maanakaha” Imam Syafi’i menafsirkan “wanita yang 
dikawini ayah secara sah”. Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan 
“wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau 
perzinaan”. 
d. Larangan kawin karena sumpah li’an 
Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa 
mendatangkan empat orang saksi. Maka suami diharuskan 
bersumpah  4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan 
menyatakan bersedia menerima laknat Allahh apabila tindakannya 
itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hhukuman zina 
apabila bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan yang 
kellima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan 
suami benar. Sumpah demikian disebut sumpah li’an. Apabila terjadi 
sumpah li’an antara suami istri maka putuslahh hubungan 
perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini 
didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 : 
  ة دا  ه ش ف ْم  ه س فْن أ َّلا إ  ءا د  ه ش ْم  ه ل ْن ك ي ْم ل  و ْم ه  جا  وْز أ  نو  مْر ي  ني  ذَّلا  و
  ني ق  دا َّصلا  ن  م ل  هَّن إ ۙ  َّللَّا ب ٍتا دا  ه ش  ع بْر أ ْم  ه  د  ح أ  .  ة س  ما  خْلا  و  ت نْع ل َّن أ
.  ني ب  ذا كْلا  ن  م  نا ك ْن إ  هْي ل  ع  َّاللَّ   ي  و  ع بْر أ  د  هْش ت ْن أ  با ذ عْلا ا  هْن ع  أ  رْد
 ْن إ ا  هْي ل  ع  َّاللَّ  ب ض غ َّن أ  ة س  ما  خْلا  و . ني ب  ذا كْلا  ن  م ل  هَّن إ ۙ  َّللَّا ب ٍتا دا  ه ش
  ني ق  دا َّصلا  ن  م  نا ك .  
Artinya : 
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“Dan orang-orang yang menuduh istrinya, (berzina padahal 
mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, 
maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan 
nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 
benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika 
ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari 
hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah 
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang 
yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya 
jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” 
 
2. Larangan perkawinan sementara 
Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya 
(bersifat sementara) adalah sebagai berikut : 
a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oeh seorang laki-laki 
dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya mereka haram dimadu 
dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-
ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian 
wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak 
haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah 
meninggal dunia tersebut. 
Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu 
disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa’ ayat 23 : 
 ...  نْي تْخ ْلأا  نْي ب او ع  مْج ت ْن أ  و... 
Artinya : 
“... (dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...” 
Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu 
perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang 
mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini 
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dinyatakan dalam sebuahh hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah : 40 
  ا ْن  َّنلا  ب  ي   ص  ل  الله ى   ع  ل ْي  ه   و   س َّل  م   ن  ه  ا ى ْن  َّي ْج  م  ع   ب ْي  ن ا ْل  م ْر  أ  ة   و   ع َّم  ت  ه  و ا 
  ب ْي  ن  ْلا  م ْر  أ  ة   و   خ  لا  ت  ها  
Artinya : 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengumpulkan (sebagai 
istri) antara seorang wanita dengan ‘ammah atau khalah (bibinya).” 
b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram untuk 
dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam 
surat An-Nisa’ ayat 24 : 
  ءا س  نلا  ن  م  تا ن  صْح مْلا  و... 
Artinya : 
“Dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami...” 
c. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun 
iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 
228 dan 234 : 
 َّن  ه  س فْن أ ب  نْصَّب  ر ت ي  تا قَّل  ط  مْلا  و  نْم تْك ي ْن أ َّن ه ل  ل  ح ي  لا  و ۚ ٍءو  ر ق  ة ث  لا ث
 َّن ه ت لو ع ب  و ۚ  ر  خْلْا  مْو يْلا  و  َّللَّا ب َّن  مْؤ ي َّن ك ْن إ َّن  ه  ما  حْر أ ي ف  َّاللَّ  ق ل  خ ا  م
  ل  ع ي ذَّلا  ْلث  م َّن ه ل  و ۚ اًح  لاْص إ او دا  ر أ ْن إ  ك ل
ٰ ذ ي ف َّن ه   د  ر ب  ق  ح أ َّن  هْي
 ٌمي  ك  ح ٌزي  ز ع  َّاللَّ  و ۗ ٌة  ج  ر د َّن  هْي ل  ع  لا  ج   رل ل  و ۚ  فو  رْع  مْلا ب  .  ني  ذَّلا  و
 ٍر هْش أ  ة ع بْر أ َّن  ه  س فْن أ ب  نْصَّب  ر ت ي اًجا  وْز أ  نو  ر ذ ي  و ْم كْن  م  نْوَّف  و ت ي
  ع  حا ن  ج  لا ف َّن ه ل  ج أ  نْغ ل ب ا ذ إ ف ۖ اًرْش ع  و َّن  ه  س فْن أ ي ف  نْل ع ف ا  مي ف ْم كْي ل
 ٌري ب  خ  نو ل  مْع ت ا  م ب  َّاللَّ  و ۗ  فو  رْع  مْلا ب .  
Artinya : 
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
                                                             
       40 Ibid,hlm.113. 
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dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.(228). Orang-orang yang meninggal dunia di 
antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri 
itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(234)” 
d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan suaminya, kecuali 
kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan 
kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 
iddahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 
229-230 : 
  م  ق  لاَّطلا ْن أ ْم ك ل  ل  ح ي  لا  و ۗ ٍنا سْح إ ب ٌحي  رْس ت ْو أ ٍفو  رْع  م ب ٌكا سْم إ ف ۖ  نا ت َّر
 َّلا أ ْم تْف  خ ْن إ ف ۖ  َّاللَّ  دو د  ح ا  مي ق ي َّلا أ ا فا  خ ي ْن أ َّلا إ ًائْي  ش َّن هو  م تْي تآ ا َّم  م او ذ  ْخأ ت
 ْي ل  ع  حا ن  ج  لا ف  َّاللَّ  دو د  ح ا  مي ق ي  لا ف  َّاللَّ  دو د  ح  كْل ت ۗ  ه ب ْت د تْفا ا  مي ف ا  م  ه
  ل  ح ت  لا ف ا  ه قَّل ط ْن إ ف .  نو  م لاَّظلا  م ه  ك ئ
ٰ لو أ ف  َّاللَّ  دو د  ح َّد ع ت ي ْن  م  و ۚ ا هو د تْع ت
  حا ن  ج  لا ف ا  ه قَّل  ط ْن إ ف ۗ  ه  رْي غ اًجْو  ز  ح  كْن ت ٰىَّت  ح  دْع ب ْن  م  ه ل ْن أ ا  م  هْي ل  ع 
  نو  م لْع ي ٍمْو ق  ل ا  ه ن  ي ب ي  َّاللَّ  دو د  ح  كْل ت  و ۗ  َّاللَّ  دو د  ح ا  مي ق ي ْن أ اَّن ظ ْن إ ا ع  جا  ر ت ي 
. 
Artinya : 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.(229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak 
yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama 
dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 
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menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-
Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.(230)” 
e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun 
ihram haji, tidak boeh dikawini. Ha ini berdasarkan hadits Nabi SAW 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan : 
  لا  ي ْن  ك  ح  ْلا  م ْح  ر  م   و  لا  ي  ْن  ك  ح   و  لا  ي  ْخ  ط  ب 
Artinya : 
“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 
menikahkan, dan tidak boleh pula meminang” 
f. Wanita musrik haram untuk dinikahi. Yang dimaksud wanita musyrik 
ialah yang menyembah selain Allah. Adapun wanita ahli kitab yakni 
wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikahi, berdasarkan firman 
Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 : 
 ْم ك ل ٌّل  ح  با ت  كْلا او تو أ  ني  ذَّلا  ما ع ط  و ۖ  تا ب  ي َّطلا  م ك ل َّل  ح أ  مْو يْلا
  ن  م  تا ن  صْح مْلا  و  تا ن  مْؤ  مْلا  ن  م  تا ن  صْح مْلا  و ۖ ْم  ه ل ٌّل  ح ْم ك  ما ع ط  و
 ا ذ إ ْم ك لْب ق ْن  م  با ت  كْلا او تو أ  ني  ذَّلا  رْي غ  ني ن  صْح  م َّن ه  رو  ج أ َّن هو  م تْي تآ
  ه ل  م ع  ط ب  ح ْد ق ف  نا  مي  ْلْا ب ْر فْك ي ْن  م  و ۗ ٍنا دْخ أ ي  ذ  خَّت  م  لا  و  ني  ح فا س  م
  ني  ر  سا  خْلا  ن  م  ة  ر  خْلْا ي ف  و ه  و .  
Artinya : 
“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 
halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum 
kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima 
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat 
termasuk orang-orang merugi.” 
 
C. Pencegahan Perkawinan 
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Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan 
berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan.41 Pencegahan 
perkawinan merupakan usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya 
perkawinan. Pencegahan ini berlaku sebelum terjadinya perkawinan.42 
Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau 
calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat 
untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan.43 
Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan 
bahwa : “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.” 
Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 (dua) 
persyaratan. Pertama, syarat materiil yang berkaitan dengan pencatatan 
perkawinan, Akta Nikah, dan larangan perkawinan seperti yang sudah 
diuraikan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang 
melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai 
laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikanya juga harus 
                                                             
       41 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33. 
 
       42 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 150. 
 
       43 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 
2017), hlm. 115. 
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diperhatikan. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 menentukan :44 
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan. 
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
kepala Daerah. 
Agar di dalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan 
kerancuan, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
mengatur siapa saja yang berhak untuk mengajukan pencegahan 
perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 menyatakan : 
1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan 
urus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wai pengampu dari 
salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai 
berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut 
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 
                                                             
       44 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34. 
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lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 
Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menguatkan apa yang 
telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Tambahan 
penjelasan pasal 62 ayat (2) dikatakan bahwa ayah kandung yang tidak 
pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak 
dan kewajibannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh 
wali nikah yang lain.45 
Dalam pelaksanaan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah 
mempunyai tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk 
mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah terdapat 
larangan perkawinan antara calon mempelai atau tidak. 
Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap 
perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia 
akan menolak meangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 21 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang bunyinya sebagai berikut : 
1. Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap 
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 maka ia menolak melangsungkan perkawinan. 
2. Dalam  hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan 
                                                             
       45 Ibid,hlm.34. 
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diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya. 
Adapun tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan 
diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  dan pasal 65 
Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : 
1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam 
daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. 
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
Jika Pegawai Pencatat Nikah melakukan pencegahan pelaksanaan 
perkawinan, maka ia memberikan surat keterangan tertulis disertai dengan 
alasan-alasan penolakannya kepada calon mempelai. Selanjutnya, bila 
pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya dapat mengajukan 
keberatannya kepada Pengadilan Agama.46 
Apabila di dalam pengajuan permohonan pencegahan perkawinan 
di pandang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau di tengah 
proses pengajuan ditemukan bukti-bukti akurat bahwa perkawinan yang 
                                                             
       46 Ibid,hlm.36. 
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akan dilangsungkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka 
pencegahan dapat dicabut.47 
 
D. Putusnya Perkawinan 
 Tujuan perkawinan adalah untuk mencipta keluarga yang bahagia 
dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh 
setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan 
dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah 
menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat 
kekal, termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti 
akan bubar atau putus.48 
 Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk 
menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan, 
perceraian dalam fiqh menggunakan istilah furqah.49 
 Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria 
dengan seorang wanita sudah putus. Putusnya ikatan bisa berarti salah 
seorang diantara keduanya meninggal dunia, atau antara pria dengan 
wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke 
                                                             
       47 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 
2017), hlm. 120. 
 
       48 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 
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       49 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.189. 
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tempat yang jauh kemudian tidak ada berita sehingga pengadilan 
menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.50 Perceraian itu 
sendiri hanya bisa dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu serta 
dilakukan di depan sidang pengadilan.51 
 Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan 
suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk 
tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya 
perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan :52 
1. Putusnya perkawinan atas atas kehendak Allah sendiri melalui matinya 
salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya 
berakhir pula hubungan perkawinan. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam 
bentuk ini disebut talak. 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat 
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami 
tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan 
yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami 
                                                             
       50 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73. 
 
       51 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 
2017), hlm. 213. 
 
       52 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.197. 
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dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. 
Putus perkawinan dengan cara ini disebut khuluk. 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga seteah 
melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang 
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. 
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. 
 Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan dapat putus karena (a) 
kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan. 
 Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan jika salah 
satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab 
perceraian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. 
Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika 
kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.53  
 Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi karena 
alasan atau alasan-alasan : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
                                                             
       53 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 
2014), hlm. 217. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi daam rumah 
tangga. 
 Adapun tambahan dua sebab perceraian yang disebutkan dalam 
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak dan 
murtad. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan 
suami setelah akad nikah. Apabila suami melanggar janji yang telah 
diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka 
pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk54 kepada 
istri.55  
                                                             
       54 Khuluk menurut para fuqaha yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 
‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terepas dari ikatan 
perkawinan. menurut arti khusus adalah talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri dengan 
kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan) Lihat Abdul 
Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.220. 
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E. Pembatalan Perkawinan 
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan secara jelas, 
begitu juga PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari 
undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang 
mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pembatalan 
perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah 
suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan 
pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh 
pengadilan.56 
Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan 
perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan 
perkawinan. Perkawinan yang dapat dimintakan pembatalan kepada 
pengadilan bilamana perkawinan itu dilangsungkan tidak di muka 
pegawai pencatatan perkawinan atau tanpa wali nikah yang sah atau 
tanpa dihadiri dua orang saksi.57  
Sedangkan pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah 
tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat 
                                                             
       56 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis 
Islam di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.47. 
       57 I ketut Oka setiawan, Hukum Perorangan Dan Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
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hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh hukum atau undang-undang.58 
Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut dengan fasakh. 
Fasakh adalah membatalkan akad nikah atau dan melepaskan hubungan 
antara suami-istri. Fasakh terjadi apabila ada celah (illah) pada akad 
nikah atau ada sebab baru muncul yang mencegah berlangsungnya 
hubungan suami-istri.59 
Suami memiliki hak untuk menalak, sedangkan bagi pihak istri 
disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak 
yang sama dalam upaya mengahapus atau mencabut suatu ikatan rumah 
tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut 
hukum.60 
Seorang istri diperobolehkan dikembalikan kepada keluarganya 
oleh suaminya apabila mengidap lima macam penyakit atau kecacatan, 
yakni gila, lepra, sopak lubang kemaluan atau manpat (ratag) atau di 
dalam vaginanya terdapat tulang (qarn) yang mengganggu 
persenggamaan, serta penyakit lainnya yang sukar di sembuhkan. 
Dalam hal tersebut, Moch. Anwar mengatakan bahwa Ali bin Abi 
Thalib dan Umar bin Khaththab berkata bahwa sesungguhnya istri tidak 
boleh dikembalikan kepada orang tuanya, kecuali disebabkan oleh 
                                                             
       58 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis 
Islam di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 47. 
 
       59 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 632. 
       60 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 105 
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empat macam yakni, gila, kusta, sopak, dan penyakit kelamin. 
Demikian pula, bagi suami atau laki-laki.61 
Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (neiting) atau 
fasid (dapat dibatalkan/vernietigbaar). Perkawinan yang melanggar 
larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum 
agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang 
yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang 
adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan 
administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.  
2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan 
Dalam Kompiasi Hukum Islam Pasal 70 Perkawinan batal apabila : 
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan 
akad nika karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah 
satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’i. 
b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili’annya. 
c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut dan 
teah habis masa iddahnya. 
d. Perkawinan diakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
                                                             
       61 Ibid,hlm.106 
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menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, yaitu : 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya. 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 
atau ayah tiri. 
4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan 
dan bibi atau paman sesusuan. 
5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari istri atau istri-istrinya. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dijelaskan 
bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain yang mafqud62. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masish dalam iddah dan suami 
lain. 
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d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 
yang tidak berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
Fasilitas fasakh adalah upaya untuk menjadikan bangunan rumah 
tangga menjadi rukun, damai, sejahtera dan penuh cinta dan kasih 
sayang. Apabila hak tersebut tidak digunakan, hal itu tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. Berbagai penyebab berlakunya fasakh adalah 
sebagai berikut :63 
a. Hiperseks (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini tidak 
termasuk cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan senggama, 
pihak suami atau istri tidak menderita, tidak perlu dilakukan fasakh , 
tetapi apabila hiperseks-nya menjedi penyebab sala satu pihak 
mengalami gangguan fisik dan membahayakannya, fasakh dapat 
dilakukan. 
b. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami tidak memiliki 
kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan 
kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak 
melakukan fasakh. Demikian pula, apabila suami tidak sanggup 
menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun 
                                                             
       63 Beni Ahmad Saebani,Fiqh Munakahat 2,(Bandung:CV Pustaka Setia,2016),hlm.106. 
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dalam ukuran yang minimal, yang menurut Imam Madzab yang 
empat, pihak istri lebih baik melakukan fasakh. 
c. Karena suami ghaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas 
beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut 
kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan fasakh. 
d. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila, 
kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama. 
Syarat fasakh karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya atau 
datuknya, kemudian setelah ia dewasa, ia berhak meneruskan ikatan 
pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Dalam perkawinan 
seperti ini berlaku khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri 
perkawinannya, hal ini disebut fasakh ‘aqad. 
b. Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suaminya adalah 
saudara sesusu. 
 Syarat fasakh karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah adalah 
sebagai berikut : 
a. Bila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam, dan tidak mau 
kembali kepada Islam, akadnya fasakh (batal) disebabkan oleh 
kemurtadan. 
b. Jika suami kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, 
yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal atau fasakh. Berbeda 
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dengan istri yang ahli kitab, akadnya tetap sah sebagaimana awalnya. 
Karena akad nikah dengan istri dari kalangan ahli kitab dipandang 
sah oleh hukum Islam. 
Dalam konsepsi hukum Islam, seorang suami atau istri yang 
murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah fasakh, 
bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan 
akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan juga 
menjadi salah satu penyebab perceraian.64 
Jika terjadi kondisi penyebab fasakh jelas, tidaklah perlu putusan 
pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-istri masih saudara 
sesusuan. Dalam keadaan tersebut, kedua suami-istri wajib mem-fasakh 
akad nikahnya atas kemauan sendiri. Jika kondisi penyebab fasakh 
masih samar-samar, perlu diputuskan oleh pengadilan dan bergantung 
pada putusan tersebut. Misalnya fasakh karena istri musyrik atau 
murtad tidak mau masuk Islam. Sebab, mungkin saja istri musyrik 
tersebut mau masuk Islam kembali (setelah ada putusan pengadilan) 
sehingga akad nikahnya tidak perlu di-fasakh.65 
Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena murtad. Yang ada 
hanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, 
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Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah. Ketiga konsep yang berkaitan 
dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan 
pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-
pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.66 
3. Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan 
Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permbatalan 
perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 
yaitu : 
a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang. 
d. Pejabat yang ditunjuk. 
Sementara menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atau istri. 
b. Suami istri. 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut Undang-Undang. 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan 
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peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 
67. 
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi 
perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dengan 
sendirinya menjadi batal, melainkan hanya dapat diputus oleh 
pengadilan. 
Suatu perkawinan yang dibatalkan, meskipun bertujuan untuk 
mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan karena terdapat berbagai kepentingan dan pihak yang 
terkait. 
Di dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami dan istri murtad. 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 
beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Sedangkan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 
batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya. 
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Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak berpengaruh 
terhadap status anak yang dilahirkan. Anak tersebut tetap merupakan 
anak sah dan juga berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan sekaligus 
berhak sebagai ahli waris. 
Tentang akibat hukum terhadap harta bersama seteah adanya 
putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat 
diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami 
istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan 
perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga 
walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak 
memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta 
bersama di antara suami istri.67  
 
                                                             
       67 Oken Shahnaz Pramasantya, Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan 
Perkawinan, Artiket Ilmiah, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 
Malang, 2015. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 
JUWANGI DAN DESKRIPSI PERKAWINAN SEMENDA DI WILAYAH 
HUKUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUWANGI 
 
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
1. Sejarah Perkembangan dan Pembagian Wilayah Administratif 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi berdiri pada 
tahun 1935, belum ditemukan sumer resmi yang menyebutkan tanggal 
dan bulannya. Pada tahun 1935 KUA Kecamatan Juwangi memulai 
kegiatannya yang bertempat di rumah Bapak Atmo Sudarmo. Beliau 
adalah Kepala KUA yang pertama pada tahun 1945-1960. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi seiring dengan 
berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 
mewilayahi 10 Desa, yaitu : 
1. Desa Juwangi  : 34 RT dan 5 RW 
2. Desa Pilangrejo : 21 RT dan 5 RW 
3. Desa Ceme  : 12 RT dan 4 RW 
4. Desa Kalimati  : 21 RT dan 5 RW 
5. Desa Ngaren  : 14 RT dan 4 RW 
6. Desa Jerukan  : 24 RT dan 4 RW 
7. Desa Kayen  : 23 RT dan 4 RW 
8. Desa Ngleses  : 28 RT dan 6 RW 
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9. Desa Krobokan : 15 RT dan 4 RW 
10. Desa Sambeng : 10 RT dan 2 RW 
 Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Juwangi seiring 
terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan 
Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan Juwangi melakukan 
restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur 
organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, tiga orang tenaga tata 
usaha dan dibantu tiga tenaga Wiyata Bakti dengan kualifikasi 
pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya 
masing-masing. Di samping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan 
fungdi KUA Kecamatan, maka setiap pegawai KUA Kecamatan 
Juwangi memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan 
dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada 
masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan 
KUA Kecamatan Juwangi sebagai salah satu ujung tombak Kantor 
Kementerian Aama Boyolali dapat menjalankan tupoksinya dengan 
baik dan memuaskan.68 
 
 
 
                                                             
       68 Profil KUA Kecamatan Juwangi tahun 2018, hlm.4. 
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2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
a. Visi 
“Terwujudnya seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan 
sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, 
mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan 
akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.” 
b. Misi 
1) Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan 
rujuk 
2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah 
3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fungsi masjid, 
zakat dan wakaf 
4) Meningkatkan pelayanan, bimbingan haji dan umroh 
3. Kondisi Geografis  Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
 Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus 
direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decition maker atau 
pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah. 
 Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan 
Juwangi terletak di Wilayah Kabupaten Boyolali bagian utara yang 
mempunyai luas wilayah 7.999.35 Ha, terdiri dari tanah sawah 
380.7006 Ha, tanah tegalan 1.031.1 Ha, tanah pekarangan 1.099.1 Ha, 
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Hutan Negara 5.285.7 Ha, padang rumput 20.1 Ha dan selebihnya 
182.5494 Ha tanah lapang. Dengan demikian, sebagian besar wilayah 
Juwangi merupakan kawasan hutan. Wilayah ini sering dilanda 
kekeringan, sehingga hampir setiap tahun wilayah Juwangi diliput oleh 
media massa sebagai daerah rawan air. 
 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi terletak di Jl. 
Margo Pati No. 5 Juwangi, Boyolali dengan batas-batas wilayahnya 
sebagai berikut : 
a. Sebelah utara : Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan 
b. Sebelah selatan : Kecamatan Kemusu 
c. Sebelah barat : Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan 
d. Sebelah timur : Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan 
4. Kondisi Demografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
a. Luas Daerah (wilayah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
Adapun wilayah yang dinaungi oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Boyolali adalah 7.999.35 Ha, terdiri dari tanah sawah 
380.7006 Ha, tanah tegalan 1.031.1 Ha, tanah pekarangan 1.099.1 
Ha, Hutan Negara 5.285.7 Ha, padang rumput 20.1 Ha dan 
selebihnya 182.5494 Ha tanah lapang. 
b. Kependudukan 
Menurut catatan buku profil Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Juwangi bahhwa jumlah penduduknya adalah 34.964 jiwa yang 
diantaranya : 
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1) Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin 
NO DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 Juwangi 2.476 2.773 5.249 
2 Pilangrejo 2.134 2.146 4.280 
3 Jerukan 1.664 1.668 3.332 
4 Cerme 772 703 1.475 
5 Kalimati 1.703 1.692 3.395 
6 Ngaren 1.322 1.310 2.632 
7 Kayen 1.889 1.962 3.851 
8 Ngleses 2.559 2.466 5.025 
9 Krobokan 1.600 1.695 3.295 
10 Sambeng 1.205 1.225 2.430 
 JUMLAH 17.232 17.732 34.964 
Sumber : Profil KUA Kecamatan Juwangi tahun 2018 
2) Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama 
NO DESA ISLAM KATOLIK KRISTEN HINDU BUDHA 
1 Juwangi 3.184 583 726 368 388 
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2 Pilangharjo 3.699 5 76 302 6 
3 Jerukan 1.465 1 9 - - 
4 Cerme 3.159 - - 236 - 
5 Kalimati 6.129 15 - - - 
6 Ngaren 3.255 1 13 27 36 
7 Kayen 3.732 15 49 201 - 
8 Ngleses 5.020 5 - - - 
9 Krobokan 3.030 15 49 201 - 
10 Sambeng 2.287 2 5 136 - 
 JUMLAH 31.463 630 930 1.575 439 
Sumber : Profil KUA Kecamatan Juwangi tahun 2018 
c. Keagamaan 
Suatu media yang dapat membuat masyarakat menjadi aman 
tentram adalah persoalan agama serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran 
agama yang dianutnya. Penduduk Kecamatan Juwangi mayoritas 
beragama Islam. Berikut beberapa tempat Ibadah di wilayah 
Kecamatan Juwangi : 
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1) Tempat Ibadah Agama Islam 
NO DESA MASJID MUSHOLA LANGGAR JUMLAH 
1 Juwangi 7 2 15 24 
2 pilangharjo 7 - 4 11 
3 Jerukan 1 - 5 6 
4 Cerme 5 - 8 13 
5 Kalimati 5 - 5 10 
6 Ngaren 6 - 9 15 
7 Kayen 6 - 7 13 
8 Ngleses 7 - 16 23 
9 Krobokan 7 - 5 12 
10 Sambeng 5 - 2 7 
 JUMLAH 56 2 76 134 
Sumber : Profil KUA Kecamatan Juwangi tahun 2018 
2) Tempat Ibadah Selain Agama Islam 
NO DESA 
GEREJA 
KATOLIK 
GEREJA 
PROTESTAN 
VIHARA PURA JML 
1 Juwangi 1 2 - 1 4 
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2 Pilangharjo - 1 1 1 3 
3 Jerukan - - 1 - 1 
4 Cerme - - - - - 
5 Kalimati - - - - - 
6 Ngaren - - - - - 
7 Kayen - - - 1 1 
8 Ngleses - - - - - 
9 Krobokan - 1 - - 1 
10 Sambeng - - - - - 
 JUMLAH 1 4 2 3 10 
Sumber : Profil KUA Kecamatan Juwangi tahun 2018 
5. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Budaya 
Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Juwangi terbagi dalam 
beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, 
masyarakat Kecamatan Juwangi terbagi menjadi tiga golongan, yaitu 
sebagian kecil golongan menengah ke atas yang mayoritas bertempat di 
daerah Juwangi. Kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas 
masyarakat Kecamatan Juwangi yang berada pada kelas sosial ekonomi 
menengah ke bawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Desa. 
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Kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang juga 
merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap 
Desa. 
Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan 
Juwangi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat 
santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana propotipe 
masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan69 yang 
melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas 
masyarakat Kecamatan Juwangi, dan kelompok ketiga adalah 
masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama. Walaupun 
demikian, kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Juwangi dapat 
dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan 
pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama. 
6. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
       69 Abangan adalah golongan masyarakat yang menganut ajaran Islam tetapi tidak 
melaksanakan ajaran secara keseluruhan. Lihat 
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/abangan.html (diakses pada tanggal 29 Juli 2019). 
Syaifudin Zuhri, S.Ag 
Kepala dan Penghulu 
Arifin, S.Sos 
Penyuluh 
 
Sutrisno, S.Pd.I 
Pengadministrasi 
Mashadi 
Adm dan Dokumen 
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B. Deskripsi Perkawinan Semenda di Wilayah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Juwangi 
 Perkawinan antara ayah dengan anak tiri terjadi di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Juwangi. ASR menikahi R pada tahun 2006 yang 
sama-sama beralamatkan di Desa Juwangi. Mereka menikah dikarenakan 
R telah melahirkan seorang anak di luar nikah pada tahun 2002. Akhirnya 
D yang berstatus sebagai ibu kandung R dan istri dari ASR memutuskan 
untuk bercerai pada tahun 2005 supaya anak yang dilahirkan R 
mempunyai seorang ayah. 
Bagan Keluarga Rukini dan Agus Slamet Rahono 
 
 
 
 
 
 
  
1. D adalah ibu kandung R 
2. Anak 1 adalah anak kandung D dan ASR 
3. Anak 2 adalah anak kandung R dan ASR tetapi lahir di luar perkawinan 
4. Anak 3 adalah anak kandung R dan ASR yang lahir dalam perkawinan 
Dalam hal ini dijelaskan bahwa ASR sebagai ayah tiri (suami D) dan 
R sebagai anak tiri. Secara administratif perkawinan ayah tiri dengan anak 
tiri yang terjadi dicatatkan dan disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Juwangi  dan perkawinannya mempunyai Buku Nikah. 
Anak 1 
D ASR 
R 
Anak 3 Anak 2 
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Berdasarkan data dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dengan Nomor 
Akta Nikah 65/06/II/2006 atas nama ASR dan R telah dilaksanakan 
pemeriksaan nikah pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2006 bahwa akad 
nikah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2006 jam 11.00 
WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi. 
Perkawinan ini telah dilangsungkan atau dilakukan antara calon suami 
dan calon istri di Dukuh Sampangan Desa Juwangi Kecamatan Juwangi 
sebagai berikut : 
a. CALON SUAMI (mempelai laki-laki) 
Nama Lengkap   : ASR 
Bin  : DS (Almarhum) 
Umur : 36 Tahun  
Warga negara : WNI 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Swasta 
Tempat tinggal : Sampangan, Juwangi 
Pendidikan terakhir : SD 
Status sebelum nikah : Duda cerai 
- Nama dan tempat tinggal bekas istri : D, Sampangan Juwangi 
- Tanggal menjadi duda : 2 Juni 2005 
- Bukti cerai : Akta Cerai 
- Dari instansi : Pengadilan Agama Boyolali 
- Nomor dan tanggal surat : 67/Pdt.G/05/PA.Bi 2-6-2005 
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Orang tua kandung : 
- Nama Ayah : DS (Almarhum) 
- Nama Ibu : S (Almarhumah) 
b. CALON ISTRI (mempelai perempuan) 
Nama Lengkap   : R 
Binti  : - 
Umur : 24 
Warga negara : WNI 
Agama :Islam 
Pekerjaan : - 
Tempat tinggal : Sampangan, Juwangi 
Pendidikan terakhir : SD 
Status sebelum nikah : Perawan 
Orang tua kandung : 
- Nama Ayah : - 
- Nama Ibu : D 
Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali nikah hakim  karena calon 
mempelai perempuan termasuk orang yang tidak mempunyai wali nasab 
dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama S dan saksi 
kedua bernama FR. 
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Dari data dalam syarat-syarat perkawinan, bahwa perkawinan yang 
dilakukan antara ASR dan R melampirkan surat yang diperlukan untuk 
diperiksa, sebagai berikut :70 
1) Surat Keterangan Untuk Nikah dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat oleh Kepala Desa Juwangi, Kecamatan 
Juwangi, Kabupaten Boyolali Nomor 474.2/13/06 tanggal 14-02-2006 
dan 474.2/12/06 tanggal 14-02-2006. 
2) Surat Keterangan Asal-Usul dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat oleh Kepala Desa Juwangi, Kecamatan 
Juwangi, Kabupaten Boyolali Nomor 474.2/13/06 tanggal 14-02-2006 
dan 474.2/12/06 tanggal 14-02-2006. 
3) Surat Persetujuan Mempelai calon suami istri tanggal 14-02-2006. 
4) Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat oleh Kepala Desa Juwangi, Kecamatan 
Juwangi, Kabupaten Boyolali Nomor 474.2/13/06 tanggal 14-02-2006 
dan 474.2/12/06 tanggal 14-02-2006. 
5) Surat Keterangan bahwasanya calon mempelai laki-laki dan perempuan 
merupakan benar-benar warga Desa Juwangi dan berkelakuan baik 
yang dibuat oleh Kepala Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, 
Kabupaten Boyolali Nomor 331/08/06 tanggal 14-02-2006 dan 
331/07/06 tanggal 14-02-2006. 
                                                             
       70 Data Daftar Pemeriksaan Nikah ( Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi : 2006). 
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6) Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Desa 
Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali pada tanggal 14-02-
2006. 
7) Salinan putusan Pengadilan Agama Boyolali dan Akta Cerai Nomor 
389/AC/2005/PA.Bi yang telah menetapkan perceraian antara ASR 
dalam keadaan ba’da dukhul. 
Secara administratif perkawinan yang dilakukan ASR dan R 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, berdasarkan data 
syarat-syarat nikah terdapat data yang belum tercantumkan yaitu Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.71 
Pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Juwangi telah menyatakan bahwa perkawinan tersebut terjadi 
karena kurangnya ketelitian dalam melakukan pemeriksaan data calon 
mempelai dan pengadministrasi yang masih sangat manual.72 
Kemudian pada tahun 2018, R mengajukan gugatan cerai ke 
Pengadilan Agama Boyolali dengan alasan sudah tidak ada kecocokan 
antara R dan ASR. Pihak Pengadilan Agama pun menolak gugatan 
tersebut karena perkawinan yang telah dilakukan harus dibatalkan karena 
tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dari kejadian tersebut, R baru 
mengetahui bahwasanya perkawinan yang dilakukan sekitar 12 tahun yang 
                                                             
       71 Ibid. 
 
       72 Syaifuddin Zuhri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, Wawancara Pribadi, 
Selasa 02 Juli 2019, jam 10.00-11.00 WIB. 
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lalu tidak sah karena batal demi hukum. Setelah itu R mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan pada bulan Agustus 2018. 
 
C. Hasil wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Juwangi 
1. Apa yang menjadi pertimbangan pegawai pencatat nikah dalam 
mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya? 
Jawab : faktor ketidaktahuan dan kurangnya ketelitian dalam 
memeriksa berkas syarat-syarat perkawinan, karena pada tahun 2006 
pemeriksaan perkawinan masih bersifat manual. Serta tidak adanya 
informasi dari lingkungan sekitar bahwa perkawinan yang akan 
dilangsungkan terdapat larangan perkawinan yang bersifat abadi atau 
untuk selamanya.  
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkawinan antara seorang ayah 
dengan anak tirinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 
Jawab : dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 sudah diterangkan 
dengan jelas kalau perkawinan tersebut haram. Karena seorang anak tiri 
termasuk wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Begitu juga 
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan batal apabila tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan semenda di wilayah hukum 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali? 
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Jawab : perkawinan tersebut menjadi batal dan harus dibatalkan ke 
Pengadilan Agama Boyolali. Sampai batas belum diketahui masih tidak 
apa-apa, dan setelah diketahui maka harus dibatalkan karena 
perkawinan tersebut haram. Status keduanya kembali ke dalam keadaan 
semua yaitu belum kawin, karena perkawinan tersebut dianggap tidak 
pernah terjadi. 
4. Bagaimana status anak yang telah dilahirkan terhadap perkawinan yang 
dibatalkan? 
Jawab : anak yang dilahirkan tetap berstatus sebagai anak sah karena 
sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan putusan mengenai 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. 
5. Bagaimana dengan harta bersama yang telah didapatkan selama 
perkawinan? 
Jawab : harta bersama (gono gini) tetap dibagi dua, bagaimanapun juga 
mereka telah hidup bersama sebagai suami istri. Kalau harta bawaan 
dibawa masing-masing pihak tanpa harus dibagi. 
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BAB IV 
ANALISIS PERKAWINAN SEMENDA DI WILAYAH HUKUM KANTOR 
URUSAN AGAMA KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI 
 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah Dalam 
Mengesahkan Perkawinan Antara Seorang Ayah dengan Anak 
Tirinya 
Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan 
diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan 
kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup 
keluarga dengan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang 
diridhai Allah. 
Mengawini perempuan yang disebabkan karena hubungan semenda 
merupakan perbuatan yang haram dan dilarang oleh Allah SWT karena 
Perkawinan merupakan perbuatan yang suci dengan tujuan membentuk 
keluarga sakinah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti 
aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
Ketidak bolehan menikah yang disebabkan karena hubungan 
semenda terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 23 : 
...  ْم تْل  خ د ي ت َّلالا  م ك ئا س ن ْن  م ْم ك  رو  ج  ح ي ف ي ت َّلالا  م ك ب ئا ب  ر  و ْم ك ئا س ن  تا ه َّم أ  و
  ئ  لا  ح  و ْم كْي ل  ع  حا ن  ج  لا ف َّن  ه ب ْم تْل  خ د او نو ك ت ْم ل ْن إ ف َّن  ه ب ْن  م  ني  ذَّلا  م ك ئا نْب أ  ل
 ْم ك ب  لاْص أ ...  
Pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa dilarang melakukan 
perkawinan yang disebabkan karena hubungan semenda. Perkawinan 
semacam itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Adapun perempuan 
yang haram dinikahi sebab hubungan semenda adalah : 
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1. Ibu mertua 
2. Anak tiri 
3. Menantu 
4. Ibu tiri 
Faktor ketidaktahuan dan kurangnya ketelitian yang menjadikan Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali 
mengesahkan perkawinan pasangan tersebut.73 Sehingga dalam kasus perkawinan 
antar kerabat semenda ini telah dinyatakan sah dan dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Juwangi. 
Keputusan yang diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam mengesahkan 
perkawinan antar hubungan semenda tersebut bertentangan dengan hukum Islam, 
karena pada kasus tersebut yang menikah adalah seorang laki-laki dengan anak 
tirinya. Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan, maka 
hukumnya adalah melanggar syari’at, jadi berdosa dan salah di mata hukum. Namun, 
ketika hal ini tidak diketahui maka dalam pandangan hukum perkawinan yang telah 
dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga berpisah setelah 
mengetahui adanya hubungan mahram, maka dihitung melanggar hukum. 
Dalam pelaksanaan perkawinan antara ayah dengan anak tiri yang terjadi di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi dilakukan dengan terpenuhinya rukun-
rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, ijab dan 
qabul. 
                                                             
       73 Syaifuddin Zuhri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, Wawancara Pribadi, Selasa 02 Juli 
2019, jam 10.000-11.00 WIB. 
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Meskipun dalam pelaksanaan perkawinan telah terpenuhi rukun perkawinan, 
namun pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria 
dan wanita harus memenuhi syarat perkawinan supaya perkawinan yang telah 
dilakukan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut : baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna, berakal sehat, tidak 
karena paksaan, keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.74 
Pelaksanaan perkawinan antara ayah dengan anak tiri pada dasarnya tidak 
memenuhi syarat dalam perkawinan, karena termasuk dalam wanita yang haram 
untuk dinikahi yang bersifat abadi atau selamanya yang disebabkan karena hubungan 
semenda dan seharusnya tanpa keterpaksaan dimana dilakukan berdasarkan 
kesukarelaan kedua belah pihak. 
Tetapi dalam perkawinan antara ayah dengan anak tiri yang terjadi di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Juwangi terjadi karena sebuah keterpaksaan. Dimana anak 
tiri tersebut telah digauli dan hamil dengan ayahnya diluar nikah. Kemudian sang ibu 
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Boyolali supaya anaknya dapat 
dikawini oleh orang yang telah menghamilinya.75 
Dalam hal ini, perkawinan ayah dengan anak tirinya yang disahkan oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kurang teliti dalam 
melakukan pemeriksaan data syarat-syarat perkawinan.  
                                                             
       74 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 tentang perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 30. 
 
       75 Posita Perkara Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi tanggal 07 Agustus 2018. 
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Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk 
menjamin sahnya perkawinan menurut hukum agama, ketertiban dan kepastian 
hukum bagi masyarakat,76 maka pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan kehati-hatian ataupun ketelitian dalam 
mencatatkan pernikahannya. 
Apabila perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap syarat perkawinan karena wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria 
termasuk wanita yang haram untuk dikawini yang disebabkan hubungan semenda, 
yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.77 Sehingga perkawinan tersebut 
menjadi fasakh atau rusak yang harus dibatalkan ke Pengadilan Agama. 
Fasakh (rusak) demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap 
larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya syarat dan atau rukun perkawinan.78 
Yang mana syarat-syarat tersebut terdapat pada rukun perkawinan sebagaimana yang 
telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. 
Dalam pasal 70 KHI huruf (d) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap 
perkawinan yag dilarang menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Karena 
dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan batal apabila 
perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda 
                                                             
       76 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana,  2014), hlm. 
136. 
 
       77 Ibid, hlm. 99. 
 
       78 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 124. 
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dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu : 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya. 
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau 
paman sesusuan. 
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-
istrinya. 
Keseluruhan larangan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan 
hadits maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa perkawinan antara ayah dengan anak 
tirinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali merupakan 
perkawinan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam hukum Islam maupun 
hukum positif Indonesia karena perkawinan tersebut termasuk dalam larangan 
perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (Mahram Muabbad) yang 
disebabkan karena adanya hubungan semenda atau hubungan kekeluargaan karena 
ikatan perkawinan. 
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B. Analisis Terhadap Akibat Hukum dari Perkawinan Semenda di Wilayah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Juwangi 
Sebagaimana perkawinan yang sudah dicatatkan harapannya sah menurut 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Namun kenyataannya perkawinan yang dilakukan antara ASR bin DS dengan R harus 
dibatalkan karena terdapat larangan untuk melangsungkannya perkawinan. Dimana 
ASR bin DS ini berstatus sebagai ayah tiri R. 
Perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya merupakan sebuah 
perkawinan yang dilarang untuk selamanya karena terdapat suatu hubungan semenda 
yaitu hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan 
tersebut menjadi fasakh atau rusak yang harus dibatalkan ke Pengadilan Agama. 
Perkawinan yang telah batal terdapat akibat-akibat hukum yang muncul, yaitu 
mengenai status perkawinan serta anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan 
karena ada hubungan kekeluargaan dari kedua orang tuanya dan juga bagaimana 
dengan harta bersama yang didapatkan. 
Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara suami istri yaitu 
diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.79 Jadi, putusan 
pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan. Maksudnya 
sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan 
perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. 
Tentang akibat hukum mengenai harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Meskipun perkawinan itu tidak 
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sah, namun karena perkawinan dilakukan dengan itikad baik, maka diberi 
pengecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh masing-masing mantan suami 
dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.80 Dalam hal ini harta asal atau harta 
yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik 
semula, kemudian harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada mereka seperti 
kedudukan semula. 
Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak 
saat berlangsungnya perkawinan. Artinya yang dibatalkan itu adalah dimana sejak 
perkawinan itu dilakukan yaitu waktu terjadinya akad nikah antara suami istri yang 
perkawinannya dibatalkan tersebut sebelum adanya anak atau sesudah adanya anak, 
keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang 
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga yang 
disampaikan oleh Ali Afandi, bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di 
dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian jika seorang anak 
telah dibenihkan dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya 
bubar, maka anak itu adalah sah. Meskipun anak yang lahir tersebut hasil dari 
perkawinan ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang 
ditentukan oleh Undang-Undang.81 
                                                             
       80 Alfian Jauhari Hanif, Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan 
Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 94. 
 
       81 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 
145-146. 
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Di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku 
surut terhadap : 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan perkawinan didasarkan atas adanya 
perkawinan ain yang lebih dahulu; 
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka 
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
  Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak juga telah dijelaskan dalam 
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Batalnya suatu perkawinan tidak 
akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.” 
  Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak 
sah baik di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 
Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta 
waris. Dalam pasal 105 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk 
memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya 
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.  
  Jadi, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap 
anak sah, dan anak-anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya dan juga 
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari kedua orang tuanya. Hal ini 
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didasarkan pada rasa kemanusian dan kepentingan anak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum dan tidak seharusnya anak yang tidak berdosa harus 
menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. 
Serta kedudukan dan pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan sah 
dalam mewarisi ayah ibunya. Akan tetapi anak yang lahir di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga tidak berhak atas 
waris dari ayahnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dalam pengesahan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya yang 
terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali 
dilatarbelangi faktor ketidaktahuan dan kurangnya ketelitian dalam memeriksa 
berkas syarat-syarat perkawinan, karena pemeriksaan perkawinan masih bersifat 
manual. Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan, 
maka hukumnya adalah melanggar syari’at, jadi berdosa dan salah di mata hukum. 
Namun, ketika hal ini tidak diketahui maka dalam pandangan hukum perkawinan 
yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga 
berpisah setelah mengetahui adanya hubungan mahram, maka dihitung melanggar 
hukum. 
2. Perkawinan antar kerabat semenda harus dibatalkan di Pengadilan Agama, adapun 
akibat-akibat hukum yang mucu sebagai berikut : 
a. Status perkawinan, suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi 
perkawinan. Karena putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan 
yang dibatalkan. 
b. Status anak, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah sah. 
Meskipun anak yang lahir tersebut hasil dari perkawinan ayah dan ibu  yang 
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dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh 
Undang-Undang. 
c. Harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono 
gini) menjadi hak bersama. Sedangkan harta bawaan masing-
masing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
diberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi orang tua, sebagai peran penting dalam tanggungjawab terhadap 
kehidupan anak-anak hendaknya orantua memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh terkait dengan hubungan-hubungan yang diharamkan 
untuk melangsungkan perkawinan. 
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap Kecamatan 
untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN), agar lebih teliti dan berhati-hati dalam dalam melakukan 
pemeriksaan berkas persyaratan perkawinan. Dan perlunya sosialisasi 
terkait larangan perkawinan untuk masyarakat awam. 
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Lampiran 1   : Jadwal Penelitian 
 
No Bulan Februari Mei Juli September Oktober November 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
 
x x x                      
2 Konsultasi    x x x                   
3 Revisi 
Proposal 
      x x                 
4 Pengumpulan 
Data 
        x x               
5 Analisis 
Data 
          x x             
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
 
            x x x x         
7 Pendaftaran 
Munaqasyah 
                x        
8 Munaqosah                     x    
9 Revisi 
Skripsi 
                     x   
 
  
  
 
 
Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Juwangi (Bapak Syaifuddin Zuhri,S.Ag) pada tanggal 02 Juli 2019 
pukul 10.00-11.00 WIB. 
 
1. Apa yang menjadi pertimbangan pegawai pencatat nikah dalam 
mengesahkan perkawinan antara seorang ayah dengan anak tirinya? 
faktor ketidaktahuan dan kurangnya ketelitian dalam memeriksa berkas 
syarat-syarat perkawinan, karena pada tahun 2006 pemeriksaan 
perkawinan masih bersifat manual. Serta tidak adanya informasi dari 
lingkungan sekitar bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan 
terdapat larangan perkawinan yang bersifat abadi atau untuk 
selamanya.  
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkawinan antara seorang ayah 
dengan anak tirinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 
dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 sudah diterangkan dengan 
jelas kalau perkawinan tersebut haram. Karena seorang anak tiri 
termasuk wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Begitu juga 
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan batal apabila tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan semenda di wilayah hukum 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali? 
  
 
 
perkawinan tersebut menjadi batal dan harus dibatalkan ke Pengadilan 
Agama Boyolali. Sampai batas belum diketahui masih tidak apa-apa, 
dan setelah diketahui maka harus dibatalkan karena perkawinan 
tersebut haram. Status keduanya kembali ke dalam keadaan semua 
yaitu belum kawin, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah 
terjadi.  
4. Bagaimana status anak yang telah dilahirkan terhadap perkawinan yang 
dibatalkan? 
Anak yang dilahirkan tetap berstatus sebagai anak sah karena sesuai 
dengan Undang-Undang Perkawinan putusan mengenai pembatalan 
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. 
5. Bagaimana dengan harta bersama yang telah didapatkan selama 
perkawinan? 
Harta bersama (gono gini) tetap dibagi dua, bagaimanapun juga 
mereka telah hidup bersama sebagai suami istri. Kalau harta bawaan 
dibawa masing-masing pihak tanpa harus dibagi. 
 
 
 
